
Ketua DPRD Dorong Pemerintah
Memberikan  Tekanan  Atau
Teguran Perusahaan yang Tidak
Menjalankan TJSL/CSR
Batang Hari, Jambi – Berdasarkan data Badan Perencanaan Riset
dan  Inovasi  Daerah  (Baperida)  laporan  program  kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social
Responsibility  (CSR)  Kabupaten  Batang  Hari  tahun  2022  dan
2023, hanya segelintir Perusahaan yang melaksanakan program
tersebut, Minggu (04/02/2024).

Dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Batang Hari
hanya 7 perusahaan yang melaporkan program CSR di tahun 2023,
sedangkan di tahun 2022 ada 12 perusahaan yang melapor.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PAN, Anita
Yasmin  mengatakan,  memang  membutuhkan  kesadaran  bagi
perusahaan  untuk  melakukan  TJSL/  CSR.

“CSR sendiri sudah ada aturannya yang mengharuskan pengusaha
yang menikmati hasil usahanya baik yang memanfaatkan Sumber
Daya Alam (SDA) maupun lainnya untuk memberikan kepeduliannya
dalam konteks apa pun,” ujarnya.

Anita Yasmin juga mengapresiasi untuk perusahaan yang sudah
tertib menjalankan TJSL/CSR.

“Dari pantauan kami, memang ada beberapa perusahaan yang sudah
patuh dengan CSR. Salah satu perusahaan khususnya di wilayah
Kecamatan Batin XXIV yang sudah tertib menjalankan CSR itu
dengan  memberikan  pengembangan  dan  support  apa  pun  untuk
kegiatan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, “Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lain,
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yang  sudah  menjalankan  CSR  dan  sama-sama  untuk  peduli
memberikan  support  untuk  kegiatan  masyarakat.”

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau
teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau
teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR,”
tutup Anita Yasmin. (Red)


